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PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONES A
TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONES A

Satdlah mempelgari, mendaah, dan mempertimbangkan dengan sksama dan  sungguh-sungguh
hal-ha yang bersfat mendasr yang dihadapi oleh rekyat, bangsa, dan negara, serta dengan
menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasdl 37 UndangUndang Dasar Negara Republik
Indoneda Tahun 1945, Magedis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa mengubah dan/atau
menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasd 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasd 6 Ayat (1), dan (2); Ped
6A Ayt (1), (2), (3), dan (5); Pasd 7A; Pasd 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Paal 7C;
Pasd 8 Ayat (1) dan (2); Pasd 11 ayat (2) dan (3; Pasal 17 Ayat (4); Beb VIIA, Pasad 22C Ayat
D, @), (3), dan (4); Pesal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab Vllb, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3),
@), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), (3); Pasal 23A; Pasd 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1),
(2, (3), dan (4); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasd 23G Ayat (1) dan (2); Pasd 24 Ayat (1) dan (2);
Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasd 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasa 24C Ayat (1),
2, 3, (4, (5, dan (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945 shingga
selengkapnyaberbunyi sebagal berikut:

Pasal 1

2 Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dil aksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3 Negara Indonesiaaddah negara hukum.

Pasal 3

(@) Madis Permusyawaratan Rekyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar.

® Mgelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presden dan/atau Wakil Presiden.

@ Mgelis Permusyavaratan Rekyat hanya dapat memberhentikan Presden dan/atau Wakil
Presden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 6

@ Cadon Predden dan cdon Wekil Predden harus warga negara Indonesa sgak kelahirannya
dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidek pernah
mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasman untuk melaksanakan tuges
dan kewajibannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

2 Syaratsyara untuk menjadi Predden dan Wekil Presden diatur lebih lanjut dengan
undang-undang.

Pasal 6A

@ Presden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung dleh rakyat.
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Pasangan cdon Presden dan Wekil Presden diusulkan oleh pata politik atau gabungan
partal politik pesertapemilihan umum sebelum pe aksanaan pemilihan umum.

Pasangan caon Presden dan Wakil Presden yang mendapatkan suara lebh lama dai lima
puuh presden dai jumlah suara ddam pemilihan umum ssbedum pelaksanaan pemilihan
umum.

Taa cara pelaksanaan pemilihan Presden dan Wakil Presden lebih lanjut diaur daam

undang-undang.

Pasal 7A

Predden dan/atau Wakil Presden daet diberhentikan ddam masa jabatannya oleh Magdis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwekilan Rakyat, bak apabila terbukti telah

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korups, penyuapan, tindak
pidana berat lannya, aau perbuatan tercdla maupun apabila terbukti tidek lagi memenuhi syara
sebagal Presden dan/atau Wakil Presiden.
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Pasal 7B

Usul pemberhentian Presden dan/atau Wakil Presden dapa digukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat kepada Majdis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu
menggukan permintean kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan
memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rekyat bahwa Presden dan/atau Wakil Presden
tedah mdakukan pdanggaran hukum berupa penghigan terhadap negara,  korups,
penyugpan, tindek pidana berat lainnya, atau perbuaten tercela, dan/atau pendapat bahwa
Presden davatau Wekil Predden tidek lagi memenuhi syarat sebaga Presden dan/atau
Wakil Presiden.

Pendapat Dewan Perwakilan Rekyat bahwa Presden davatau Wakil Presden tdah
melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidek lagi memenuhi syarat sebagal
Predden dan/atau Wakil Presden addah daam rangka pdaksanaan fungs pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengguan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konditus hanya
dapa dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan
Pawakilan Rekyat yang hedir ddam ddang paipumna yang dihadii  oleh  sekurang
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Mahkamah Konditus wgib memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan seedil-adilnya
terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terscbut pding lama sembilan puluh hari
setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterimaoleh Mahkamah Kondiitus.

Apabila Mahkamah Konditus memutuskan bahwa Presden dan/atau Wekil Presden
terbukti  meakukan pelanggaran hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korups,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, aau perbuatan tercda; dan/atau terbukti bahwa
Presden dan/atau Waekil Presden, Dewan Pewakilan Rakyat menydenggarakan Sdang
paripuna untu merumuskan usul perberhentian Predden dan/atau Wakil Presden kepada
Madis Permusyawaratan Rakyat.

Magelis Permusyawaratan Rakyat waib menydenggarakan sdang untuk memutuskan usul
Dewan Pewekilan Réekyat terssbut pding lama tiga pulun hai  sgak  Madis
Permusyawaratan Rakyat menerimausul tersebuit.

Keputusan Maeis Permusyawaratan Rekyat atas usul pemberhentian Predden darvatau
Wakil Presden harus diambil dabm rapat paripurna Maelis Permusyawaratan Rakyat yang
dihediri oleh skurang-kurangnya % dari jumlah anggota dan disstujui oleh  sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hedir, stdah Presden davatau Wekil Presden
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diberi  kesempatan menyampakan penjdasan  ddam rgpat paripuma  Mgdis
Permusyawaraan Rakyat.

Pasal 7C

Pregden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
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Pasal 8

Jka Presden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidek dapat meakukan kewgibannya
dalam masajabatannya, iadigantikan oleh Wakil Presden sampai masajabatannya

Dadam hd tejadi kekosongan Wekil Presden, sdambat-lambatnya ddam waktu enam
puluh hai, Mgdis Pemusyavaratan Rakyat menydenggarakan sdang untuk  memilih
Weakil Presdendari dua calon yang diusulkan oleh Presden.

Pasal 11

Presden ddam membua perjanjian internasond lainnya yang menimbulkan akibat yang
luass dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negaa,
dan/atau  mengharukan perubahan  aau  pembentukan  undang-undang haus dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasond diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementrian negara diatur dadam undang-
undang

BAB VIIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setigp proving medui pemilihan umum.

Anggota Dewan Peawekilan Dagrah dari stigp provind jumlahnya sama dan  jumlah
Sduruh anggota Dewan Pewakian Rakyat Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah
anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dewan Perwakilan Daerah bers dang sedikitnya sekai ddam setahun.

Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

Dewan Perwakilan Daerah dapat menggukan kepada Dewan Pewakilan Rakyat
Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat den
daerah, pembentukan dan pemakaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
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dam dan wumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah.

Dewan Pewakilan Dagrah ikut membahas Rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi deerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya dam dan sumber daya ekonomi lainnya,
srta peimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan  kepada
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja
negaa dan Rancangan undang-undeng yang berkatan dengan pgak, pendidikan, dan
agama

Dewan Pewakilan Dagrah depat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengena: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan
pust dan deerah, pengedolaan sumber daya dam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan anggaran pendgpaan dan bdanja negara, pgak, pendidiken, dan agama sarta
menyampakan hasl pengawasannya itu kepada Dewan Peawekilan Rekya sebaga bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Anggata Dewan Perwakilan Daerah depat diberhentikan dari jabatannya, yang SyaratsSyarat
dan tatacaranyadiatur daam undang-undang.

BAB VIIB
PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

Pemilinen umum dilaksanekan secara langsung, umum, bebas, rahada, jujur, dan adil sigp
limatahun sekali.

Pemilihan umum disdenggarakan untuk memilih anggota Dewan Pewakilan Rekya,
Dewan Perwakilan Daerah, Presden dan Wakil Presden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Pesata pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

Pesrta pemilihan  umum untuk memilih anggota Dewan Perwekilan Daerah addah
perseorangan.

Pemilihan umum disdlenggarakan oleh suatu komis  pemilihen umum yang bersfat
nasond, tetap dan mandiri

K etentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 23

Anggaran pendgpatan dan belanja negara sebagal wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetgpkan setigp tahun dengan undang-undang dan dileksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.

Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara digukan oleh Presiden
untuk dibahas bersama Dewan Perwekilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidek menyetujui Rancangan anggaran pendapatan dan
beanja negaa yang diusukan oleh Presden, Pemeintah menjdankan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negaratahun yang lau.
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Pasal 23A

Pgak dan pungutan lan yang berdfat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang

undang

Pasal 23C

Halhal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undneg.
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BAB VIIIA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jaweb tentang keuangan negara diadakan satu
badan Pemeriksa K euangan yang bebasdan mandiri.

Hasl pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Pewekilan Rekyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,sesual dengan kewenangnnya.

Hasl pemerikssan tersebut ditindeklanjuti oleh lembaga perwakilan danvatau badan sesual

dengan undang-undang.

Pasal 23F

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih olen Dewan Pewekilan Rakya dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
Pimpinan Badan Pemeriksa K euangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di lbukota negara, dan memiliki perwakilan di
Sigp proving.
K etentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa K euangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 24

Kekuasaan kehakiman meupakan kekuasaan yang merdeka untuk  menyelenggarakan
peradilan gunamenegakkan hukum dan keadilan.

Kekuassan kehakiman dilakukan oleh sebush Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya ddam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata ussha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Kondtitus.

Pasal 24A
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Mahkamah Agung berwenang menjadi pada tingkat kasad, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undangundang terhedgp undang-undang, dan mempunya wewenang
lannyayang diberikan oleh undang-undang.

Hakim agung harus memiliki integrites dan  kepribadian yang tidek tercda,  adil,
professond, dan berpengdaman di bidang hukum.

Cdon hekim agung diusulken Komis Yudiga kepada Dewan Perwekilan Rakyat untuk
mendapatkan persetuj uan dan sdanjutnya ditetapkan sebagal hakim agung oleh Presden.

K etua dan wakil ketuaMahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan
peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

Komig Y udisa bergfat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung
dan mempunya wewenang lain dalam rangka menjagadan menegakkankehormatan,
keluhuran martabat, sertaperilaku hakim.

AnggataKomidg Y udisd harusmempunya pengetahuan dan pengdaman dibidang hukum
sertamemiliki integritas dan kepribadian yang tidek tercela.

AnggotaKomis Yudiga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.

Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komid Y udisa diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

Mahkamah Kongitus berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir  yang
putusannya besfat find untuk menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
UndangUndang Dasr, memutuskan pembubaran  pata  polik, dan  memutusken
persdishan tentang hasll pemilihan umum

Mahkamah Konditus wgib memberikan putusan aas pendgpat Dewan Perwakilan Rakyat
mengena  dugaan pelanggaran oleh Presden dan/atau Wakil Presden menurut Undang-
Undang Dasar.

Mahkamah Konditus mempunyai sembilan orang anggota hekim  konditus  yang
ditetapkan oleh Presden, yang digukan masng-masng tiga orang oleh Mahkamah Agung,
tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rekyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Ketuadan Wakil Ketua Mahkamah Kondtitus dipilih dari dan oleh Hakim kondgtitus.

Hakim konditud harus memiliki integrites dan  kepribadian yang tidek tercda, adil,
negaavan yang menguasa konditus dan ketatanegaraan, serta tidek merangkep sebagal
pejabat negara.

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konditud, hukum acara serta ketentuan lainnya
tentang Mahkamah Konditus diatur dengan undang-undang.

Naskah peubahan ini merupakan bagian tek terpisshken dari naskah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesa Tahun 1945. Perubahan tersebut diputuskan ddam Rapat Paripurna
Madis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa ke7 (lanjutan 2) tanggd 9 November 2001
Sdang Tahunan Mgdis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa, dan mula berlaku pada
tanggd ditetapkan.
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Ditetapkan di Jekarta
padatanggd 9 November 2001

MAJELISPERMUSYAWARATANRAKYAT REPUBLIK INDONESA,
KETUA

ttd

Prof. Dr.H.M. AMIEN RAIS

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,
ttd ttd
Prof. Dr. Ir. GINANJAR Ir. SUTJIPTO

KARTASASMITA

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,
ttd ttd
Prof. Dr. JUSUF AMIR Drs H.M. HUSNIE THAMRIN
FEISAL, SPd.
WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,
ttd ttd

Drs H.A. NAZRI ADLANI AGUSWIDJOJO

D:/Datafile/Undang-2/UU/1945UUD1945- Perubahan 3.doc (Sri PC per 1/4/021: 44 PM)


http://www.legalitas.org

